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KEPQHSEAN MNEGARA REPUBLIK INDONESIA

Q%%@AM %&H%A@ TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

d. bahwa kemgjuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

felekomunikasi telah berkembang sedemikian pesat, seiring
dengon itu felah berkembang pula modus operandi
kejahatan yang memanfaatkan telekomunikasi elekironik;

.bahwa  berdosarkan peraturan  perundang-undangan

mengizinkan Kepolision Negara Republik Indonesia uniuk
melakukan tfindakan penyelidikan dan penyidikan dengan
cara melckukan penyadapan terhadop komunikasi dari
orang-orang yang dicurigai akan, sedang, maupun ielah
melakukan suatu findak pidang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menefapkan Peraiuran
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia fentang Tata
Cara Penvadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian
Neguara Republik Indonsesia;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesic {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Kepuiusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentong Organisasi

dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PAEMUTUSKAMN:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN MEGARA REPUBLIK INDOMESIA
TENTANG TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN
KEPOLISIAN MEGARA REPUBLIK INDONESIA
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-Kepohsaan Neggm Repubhk indones;c; yang setan;ufnya dzsnngkci’ Polri
- adalah Giai’ Negarc:z yang. berpercm dalam memelinara keamanan dan
ketertiban mesyaraka’r _menegakkan  hukum, seria  memberikan

-peilindungon, pengayoman, dan’ peicyamn kepada mcssycsrcakcz: dalam

rangka f@rp@hharcmya keamcman dc:aicam negen

Pemqﬂ_muan ; Gdaiah - serangkaian kega_aic:n berupa mendengar,
mencaiat, dan menganalisis ist percakapan maupun fransaksi data yang
dilakukan oleh seseorang yang sedang diamati melalui alat komunikasi
elekironik yang digunakannya, seria memberi saran kepada penvidik
agar dapainya dilakukan sirafegi penyidikan yang efekiif dan efisien.

Operasi Penyadapan adalah serangkaion kegiaian yang berkaitan
dengan penyadapan ierhadap alat komunikasi elekironik, yang bermula
dari adanya permintaan aparat penegak hukum untuk dilaksanakannya
penyadapaon, sampal dengan berakhirnya operasi penyadapan yang
ditandai dengan pemyaiaan aparat penegak hukum dan atau habisnya
masa periode penyadapan yang felah diatur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pusat Pemanicuan {moniforing cenfre} Poli adalah fasififas monitoring
Polri yang dijadikan tujuan iransmisi/pengiriman hasil dari penyadapan
ferhadap pembicaraan/telekomunikasi pihak terfentu yang menjadi
subjek penyadapan.

Provisioning adalah proses yong mengawali  dimulainyg  operasi
penyadapan berupa pemeriksaan kata sandi [password] antara Pusat
Pemaniauan Poli  dengan  penyedia  josa Tfelekomunikasi  yang
dilaksanakan secara elekironik darl lokasi Pusat Pemantauan Polr.

Preal 2

Prinsic-prinsip dalam peraturan inl peraturan ini meliputi:

Ch

perindungan hak asasi manusia, yaitu penvadapan  dilaksanakan
dengan memperhatikan hak asosi manusia  berdasarkan  Prosedur
Pengoperasian Standar;

legdiitas, yaliv findakan penyadapan vang dilakukan harus sesuci
dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan;




o kepmsison hukum ycm‘u kegicmn peny&dapczn yang dsiakukan semcﬁa—

-ma;a Unfuk m&n;@mm fegaknya hukum dan keadilan;

'perl ndungcan komumen yai’ru kepen*hngcm konsumen penggunc jasa
%eiekomumkesn a‘;dczk fergcnggu czktbca% cadqnya keg:e?aﬁ penycdapan

. paﬁssapa& .

P Grf&ubc:s; y{:xﬁ’u ‘?uru’f seﬁanycx menfen yang membidaﬂg; urusan .
z‘elekomumkass dan informatika, Penyedia Jc:zsc: dan Penyedia. Jarmgan
Telekomunikasi dalam bentuk operasi peﬂycsc:icapan doin '

kerahasiaan, yaitu penyadapon bersifal rohasia dan hanya dapat
digunckan oleh Penvelidik dan/atqu Penvidik Polii secara proporsional
dan relevan dengan memperhatikan keamanan sumber daia atau
informasi yang diperoleh dalam pengungkapan tindak pidana.

Paosal 3

Tujuan dar Pergiuran ini sebagai pedoman bag anggota Poli dalam
melakukan  penyadapan guna kepenifingan penvelidikan, penvidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan aias suatu findak pidana,
yang sesudi dengan ketentuan perundang-undangan.

Posal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

a.

b
o
d

{2)

tata cara permintaan penyadapan;

pelaksanaan operasi penyadapan dan pemantauan;
hasil penyadapan; dan

pengawasan dan pengendalian.

BAB U
TATA CARA PERMINTAAN PENYADAPAN
Pasal 5

Kepala Badan Reserse Kiiminal [Kabareskim) Poli ditunjuk oleh Kapoli
sebagal pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penvadapan.

Penyelidk dan/atau Penyidik Polii mengajukan permintaan  uniuk
dimulainya operasi penyadapan yang digjukan:

d. kepada Kabareskrim Polri uniuk fingkat Mabes Polri; atau

b. melalui  Kapolda kepada Kabareskiim  Poli  unfuk  tingkat
kewilgyahaon.

Permintaan operasi penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

At mmnla inlrrem bammird e omieondsd



Terhadcap pefmin‘i'aan opermf penyadcapan sebﬁgczmanu dimoksud

pada ayat {2), Kabareskrim - Poin melakukan peﬁsmbc:ngaﬂ !c:ycsk cuau

: __Tzdak Iayak dliakuk@nnyq operc:31 penyadapan '

Da!am hczi peﬁlmbangan iayak ai’gu i;dak iczycak dziakukan penyadapcm

_[5) 8

--sebaga!mana dimaksud pada ayat {4), diberifahukan secara tertulis
kepada Penyelidik dan/atau Penvidik paling lambat 3 (tiga) hari sejak
_ _di’f@ﬂma permmfcan penyadapon dengan. disertai alasannya.

Pasal 6

Dalam hal pertimbangan penyadapan layak dilaksanakan sebagaimana
dimoaksud dalam Pasal 5 ayvalt {4), Kabareskim Polii mengajukan
permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Neger, fempat
dimana operasi penyadapan akan dilakukan.

Operasi  penyvadapan sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
dilaksanakan seielah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri.

Posal 7

Operasi penyadapan dilaksanakan cleh Pusai Pemaniauan (monitoring
cenfre} Polri.

Pusat Pemaniauan (moniforing cenfre} Poli sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang
ditunjuk oleh Kabareskrim Polri.

Pusat Pemaniauan [moniioring cenfre} Polii sebagaimana dimaksud
pada ayai (1) beriugos mendukung pelaksanaan fugaos penyadapan
atas permintaan penvelidik dan/aiau penyidik.

Posal 8

Kalaknhar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2) berfanggung jowab
kepada Kabaraskrim Polri.

n

Pasal §

Pengajuan permintacn operasi penyadapan oleh penyelidik dan/atau
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat [2), disampaikan
secara feriulis yang memudt:




.' -.ca.?-nomor ic:zpoz’cm F’oiis; ummn s;ngk@]‘ fmdck pndana yc:mg fer;adi -
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. '__-_benkui' pasal yang drpersangkakan serta penje!csscm yang - berisi
' - maksud, Htujuan, dan alasan dta&sanckamm opemm @@nyadapon
L yang berisi subsmm mformms& yang dzccm .

5 -b.'_.-nemor ?eiepon/ldenhms ca%m‘ %elekomu*};kqss Ic:mnyc:a seﬁc& keferangc:m_ S
:f'_:ismgkaﬁenmng denﬂi*qs _GFGﬂ yang akan dl}(]dik(:in i‘argea‘ dcz!c:am__ L

: ___penyadapan

" dilakukan sesuai periode ycsng dzcﬁur cic:icsm p@m%uran perundomg-
_ undanggn dan - :

d. nama,. pcngk@% Nomor Register Pokok (NRP) jabafun dan kesaiuan

__'peny:dik vang difunjuk uniuk  berhubungan dengan Monitoring

Cenfre Poli, berikut nomor :eﬁepon dan/ atau alamat email yang
dapai dihubungi.

(2) Permintaan .....

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampii dengan

surat pernyaiaan yvang difandatangani oleh alasan penvidik di bawah
sumpan yang isinya menyatakan orang yang diadikan iorget operasi
penyadapan berdasarkan bukii permulaan yvang cukup, patut diduga
akan, sedang, dan/atau telah terlibat dalam suatu findak pidana.

Pasal 10

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat
secara langsung mengajukon perminfaan penyadapan kepada Pusat
Femantauan (Moniforing Cenire} Polii yang termbusannya disampaikan
kepada Kabareskim Polf yang  dilampii  surat  pernyataan  yang
difandatangani  oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang
menyatakan orang yang dijadikan target dalom operasi penyadapan
betul-betul orang yang diduga akan ferlibat dalam suatu findak pidana.

Dalam hal operasi penyadapan telah dilaksanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) femyaia permintaan penyadapan yang
digjukan penyelidik dan/atau penyidik dianggop fidak layak uniuk
dipenuhi, maka Kalakhar Pusat Pemanicuan {Monitoring Centre} Polri
segera menghentikan operasi penyadapan.

Penyelidik dan/atau penyidik vang permintaannya dianggap fidak lavak
unfuk dilanjutkan menjadi operasi penyadapan, fidak diperkenankan
univk mendengar, mengamat, dan mencatat segala beniuk informasi
yang diperoleh dart operasi penyadapan yang telah dijalankan ferlebinh
dahulu.

Datam hal izin Ketua Pengadilan belum didapatkan dan operasi
penyadapan felah dilaksanakan, hasil penyadapon hanya dapat
didengar oleh penyelidik dan/atau  penyidk yang mengajukan
permohonan.



Pasal 13

Operasi penyadapan dilakukan dengon masa penyadapan paling lama 30
(tiga puluh) haori, dan bila informasi yang didopat dianggap belum cukup,
penyelidik dan/aiou penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuci

| kebutuhan proses penyelidikan dan/aiau penyidikan.

Pasatiz

{1}  Penyelidik dan/atau penyidik vang mengajukan permohonan uniuk
dilakukannya operasi penyadapan berfanggung jawab secara hukum
terhadap findcakan penyadapan vang dilakukan.

(2) Penvyelidik dan/atau penvidik yang diberkon kewenangan uniuk
mengajukan permintaan penyadapan, harus memperhatikan prosedur
adrministrasi organisasi.

{3}  Perminfaan operasi penyadapan yang digjukan oleh penyidik di tuar
Polri wajib mengikuil fata cara sebagaimona diatur dalam Pasal 5
sampdi dengan Pasal 11.

BABIN ...
3ABIH

FPELAKSANAAN OPERASI PENYADAPAN DAN PEMANTAUAN

Bogion Kesalu
Pelaksancon Operasl Penvadapan

Pasal 13

{1} Operasi penyadapan dimulai melalui  provisioning antara Pusat
Pemantauan  (Moniforing Cenire] Poli  dengan penvedia jasa
telekomunikasi yang menjadi operaior dari nomor telepon atau identiias
alat telekormunikasi lainnya yang menjadi target operasi penyadapan.

(2] Provisioning sebagcimana dimaksud pada ayat (1) dilakokan oleh
Pejabar Sub  Bidang Pengendaliaon Sistemn  dan  Prosedur  Pusat
Pemantauan Poli afas perintah Kalakhar Pusat Pemantauan [Monitoring
Cenire) Poli setelah mendapaikan izin darl Kabareskrim Paolri.

{3} Operasi penyadapan yang dilakukan dengan pertimbangan yang sangat
perlu dan mendesak, wajib dilaporkan kepada Kabareskrim paling lambat
dalam wakiu 1 x 24 (satu kali dua puluh empai) jam untuk mengetahui
layak atau tidaoknya operasi dilanjutkan.

(4) Pejabat Sub  Bidang Pengendalian Sistem dan  Prosedur  Pusai
Pemantauan {Moniforing Cenire) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat
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:'Kcﬁc:khar Pusc:ﬁ Pemqn?cauan (Mon:fonng Cenfre) Potn membenfahumn
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__Kd!okhc:f 'Puscﬁ‘? 'Pemdh%aUaﬂ {Mohffarfng Cehfr@) Polri  memberikan
~informasi mengenal sasaran yang menjadi iarget operasi penyadapan

kepada Kepcﬂa Jim (Kariim) Pemcniauan

Kaiim Pemaniauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membagi
sasaran yang disadap kepada anggota pemantau.

Anggora pemaniau sebogaimana dimaksud pada avat (2] wajib
mendengar, membaca, dan mencatat sefiap rincian percakapan yang
dilokukan oleh target operasi penyadapan, selanjuinya  segera
melaporkan  kepada Kalim Pemantauan dan/atau  Kalokhar Pusat
Pemantaucn [(Moniforing Cenire} Poli bilamana menemukan substansi
informasi yang dicari.

{4} Katim .....

Katim Pemaniauan dan/aicu Kalakhar Pusai Pemantauan {Monifforing
Cenire} Polri menyampaikan substansi informasi yang dicar sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) kepada penvyelidik dan/atau penyidik yang
mengajukan permohonan.

Pasal 15

Substansi informasi yang dicar sebagaimana dimaksud dalom Pasal 13
ayal (4) hanya diberikan kepada penyelidik dan/atou penyidik yang
namanya tercantum dalom surat pengantar don/atau surai periniah
vong ditandarangani oleh atasan penyidik.

Seluruh anggoia Pusat Pemantauan [Monifforing Cenire) Polri vang
bertugas memantau target operasi penyadapan dilarang menyompaikan
perkembangan targel operasi penyadapaon vang dipantau kepada
siopapun tonpa seizin Kalakhar Pusat Pemanicauan.

Posol 14




{1}

(1)

Pemaniauan  yang dilakukan  oleh - anggota  Pusat  Pemantauan
(Monitoring Centre] Polii hanya bersifal dukungan kepada penyelidik
dan/aiau penyidik. B ' E :

Penyelidik dan/atau penyidik dapgi melukukcm pemanfauan secara

- langsung - ferhadap - komunikasi - Yang: d;icakukc:n oleh Torge’r operas;
: ._-penyadapaﬂ sesua: dengan adman;sms; yaﬁg dfcjukcm

_ Dcxiam hcxi pemam’auan dtlokukan secarg. Eengsung penyeigdjk dan/m‘ou

pe_nwdik wajilb mematuhi keteﬁ?_uaﬂ sebqgcz berikut:

a. fidak diperkenankan membawa segala bentuk alat komunikasi, alat
perekam, maupun kamera ke dalam ruang pemaniguan;

D. fidak diperkenahqua untuk  mendiskusikan segaia beniuk  hasit
pemantavan kepada siapapun yang fidak ada kaitannya dengan
perkara yang diselidiki / disidik;

c. melengkapi dirinya dengan surat pengantar dan surat periniah dari
atasan penyidik unfuk melakukan pemantauan secara langsung di
Pusal Pemantauan;

d. mengisi Beriia Acara Pemantauan, yang berisi wakiu pelaksanaan
pemantauan dan identitas petugas vang melakukan pemaontauan;
dan

e. mematuhi segala peraturan yang berlaku di dalam lingkungan Pusat
Pemantauan.

Pusal Pemantauan [Moniforing Cenire) Poli memberikan anglisis peta
jaringan felekomunikasi apabila diperiukan oleh penvelidik dan/aiau
penvidik.

Bagian ...

Bagian Keligo
Beralkhimyo Operasl Penyadapan

Posal 17

Operasi penyadapan berakhir apabila:

a.  penyelidik dan/aiou penyidik melalui atasan penvidik menvaiakan
bahwa operast penyadapan yang dilaksanakon dianggap sudah
cukup, disertai surat keterangan atau surat pernyaiaan;

b.  penvyelidik dan/atau penyidik melalui atasan penyidik meminta dan

VN P A T T el Rt T e R v lin | P 2] ) P R Thovmmed
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HAS%E PENYADAPAN
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Kalokhar Pusat Pemantauan Poli hanya memberikan produk  hasil
penyadapan kepada penyelidik dan/aiou penyidik yang identifasnya
tercantum dalam surat permohonan permintaan penyadapan.

renyelidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak
diperkenankan meminta seluruh hasit rekaman hasil operasi penyadapan,
kecudli keseluruhan percakapan dan/aiau pesan singkat yang terekam
terkait dengan findak pidana.

Kalakhar Pusali  Pemanicauan  berwenang uniuk  fidok  memenuhi
permintaan penyelidik dan/atavu penyidik dalam hal bagian percakapan
dan/atau pesan singkat yang akan dijadikan alat bukii dianggap tidak
ada hubungannya dengan findak pidana yang sedang dipaniau.

Dalam hal terjadi ketfidaksepakatan aniara penyelidik dan/atau penyidik
dan/atau atasan penyidik dengan Kalakhar Pusat Pernantauan Polil vang

berkaitan dengan perminicgan hasil rekaman operasi  penyadapan,
keputusannya berada di Kabareskrirm Polri,

Pasal 19 ...

Pasal 19

Produk hasil penyadapaon yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Polr
bersital rahosia dan dapat digunakan sebogai alat bukdi sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produk hasil penyadanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berupa:
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; '-’Peh:z Grzngqn feiekomumke : ebagg mancs.
. .c yang beraku dan digunakan _ o
'_-.,merupekon rincion data’ ‘percakapan - ca H demn‘ record} ycang

' dlkefuczrkcn oieh Peﬂyedtq JC!SG Teiekomunakcss

_.'.-r@kcamcn sucm o .
- r@kamon pesan smgkof (SMS)
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fscalmn percokcapcm subsa‘ons: mformcas; yc:ng dECQE’I

rmr}ksud pcadc: anf (2) huruf

Produk hcss:i penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

____peﬂyerahcmnya dibuat dalam bem‘a acard,

Pasai 2@}

Froduk hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(2} yang ftidak berkaifan dengan kepentingon pembukiian, harus
dimusnahkan.

Permusnahan hasil produk penyadapan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan oleh Pusat Pemantauan Polri dan dibuat dalam berita
acard.

Pasal 21

Penyelidik dan/atau penyidik don anggota Pusai Pemanicuan Poli
dilarang baik dengon senggja  atau  fidok  sengaja  menjudl,
memperdagangkan, mengalinkan, meniransfer dan/atau menyebarkan
produk hasil penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 avat
{2} baik secara ferulis, lisan, maupun menggunakan komunikasi
elekironik kepada pihak manapun.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB Y
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Posal 22

Untuk menjomin tfransparansi dan pertanggungjawaban  pelaksonaan
operasi penvadapan, Kabareskrim Polr selaku pengawas.

(2) Pengawasan .....
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aval (1} meliputi seluruh
aspek kegiatan operasional kecuali yang ferkait dengan produk hasil
penyadapan.

gai - Ola% bukii’ di perszdangan
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